	Harian    
	:
	Radar Sulteng
	Kasubaud

Sulteng II

	Hari, tanggal
	:
	Sabtu, 25 Februari 2012
	

	Keterangan
	:
	Halaman 13 Kolom 1-4
	

	Entitas
	:
	Kabupaten Poso
	


[image: image1.jpg]LPS-HAM Ragukan Proyek

Nl

PALU - Rencana pembangunan
jaringan pipa transmisi air baku di
Desa Tokararu-Tangkura,
Kabupaten Poso yang akan
dilanjutkan mulai mendapat
sorotan. Sorotan itu datang dari

Lembaga Pengembangan Studi -

Hukum dan Advokasi Hak Asasi
Manusia (LPS-HAM) Sulteng.
Lembaga ini mensinyalir, proyek
senilai Rp16 miliar untuk PDAM
di wilayah Kabupaten Poso itu
berpotensi terjadi korupsi bila
terlaksana. Hal itu, menurut Direktur
LPS-HAM Sulteng Muslimun,
dapat dilihat dari penentuan
spesifikasi teknis salah satu item
pengadaan pipa, dimana jaringan
menggunakan pipa SDR (Standar
Dimension Ratio) 26. Untuk itu, dia
menilai Balai Wilayah Sungai
Sulawesi (BWSS) 111, selaku
pemilik proyek tidak jeli melihathal

itu. “Ketebalan pipa

konstruksi. Dalam

SDR 26 itu tidak
mampu menahan
tekanan air 200 liter
per detik setelah
digunakan lebih dari
satu  tahun.
Spesifikasi teknis
pekerjaan ini akan
merugikan, baik
PDAM, masyarakat,
keuangan negara
maupun penyedia
jasakonstruksi yang
mengerjakannya,” tutur Muslimun
kepada Radcar Sulteng, kemarin.
Lanjut Kimung, sapaan akrab
Muslimun, data spesifikasi
pengadaan pipa tersebut
berdasarkan BOQ (Bil Of Quantity)
yang dikeluarkan oleh BWSS TII,
sebagai acuan jenis pekerjaan yang
akan dilakukan oleh perusahaan jasa

Muslimun

BOQ itu, tertera jenis
pekerjaan yang terbagi
dalam  beberapa
bagian-bagian
pekerjaan, yakni
pekerjaan persiapan,
pipa transmisi dan
talang pipa baja
dengan  jumlah
anggaran dari APBN
TahunAnggaran2012
ra i melalui Dirjen
Sumber Daya Alam
dan Mineral sebesar Rp16 miliar.
“‘Padahal anggaran proyek itu besar,
tapi kenapa menggunakan jenis pipa
yangtipis. Berdasarkan pengamatan
LPS-HAM, kami mensinyalir
proyek itu akan berujung masalah,”
katanya.
Semestinya, lanjut dia, BWSS Il
dapat menggunakan spesifikasi

Jaringan Pipa di Poso -

teknis pipa SDR21 ,karenajenisitu
tebal dan sesuai standar pekerjaan.
Jika balai tetap memaksakan pipa
ukuran tersebut, maka siapapun
kontraktor yang memenangkan
pekerjaan itu, akan menuai masalah
di kemudian hari. “Harusnya yang
dipakai pipa SDR 21. Jika
dipaksakan, maka balai sama saja
membuat jebakan kepada
kontraktor jika suatu hari pipa itu
akan jebol,” ungkapnya.

Kimung juga mengimbau
kepada BWSS III, untuk
menjalankan proyek tersebut secara
transparan. Selain itu, segenap
elemen masyarakat sebaiknya turut
serta memantau setelah proyek itu
dikerjakan. “Proyek ini harus
dilaksanakan secara transparan
sehingga dapat dipantau oleh
segenap elemen masyarakat di
wilayah itu,” tandasnya.(agg)











